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WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, perlu ditetapkan
Peraturan Walikota Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2007 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007,

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 Perubahan atas Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indones_ia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3569);

3. Undang - Undang..............



Und_ang-'Unda.ng Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 Perubahan Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

11

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undangf
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor

4548);
12. Undang - Undang...........




12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13, Pergtu:an Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4021) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 ) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416 ) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 94, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4712 );

21. Peraturan Pemerintah....




21. Peraturan. Pcmeriptah Nomor 24 Tahun 2005 tentang  Standar
Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ?005 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503 ik

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576 ); '

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 );

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578 );

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Kevangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693 );.

28. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

~ Pemerintah;

29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - Undangan;

30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2007 Nomor 4, Seri A

Nomor 1 );

31. Peraturan Daerah.............. .
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31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2007 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2007 Nomor 8, Seri A
Nomor 3);

32, Peraturan D_aerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 ;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Laporan realisasi anggarm tahun anggaran 2007 terdin atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 35.814.844.996,19
b. Dana Perimbangan Rp. 276.703.274.596,00
¢. Lain-—Lain Pendapatan Yang Sah Rp. 13.311.572.335.00
Jumlah Pendapatan Rp. 325.829.691.927,19
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 142.048.666.478,00

Rp. 9.241.410.861,00

2.630.111.169,00

46.993.000,00
Rp. 153.967.181.508,00

2) Belanja Bantuan Sosial
3) Belanja Bantuan Keuangan Rp.
4) Belanja Tidak Terduga Rp.

b. Belanja Lamgsung..........



b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp.  20.278.178.436,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp.  68.205.037.999.00
3) Belanja Modal Rp.  74.579.047.040,00

Rp. 163.062.263.475,00

Jumlah Belanja Rp.  317.029.444.983,00

Surplus Rp. 8.800.246.944,19

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp 75.954.352.433,93
b. Pengeluaran Rp 20.999.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 54.955.352.433,93

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 63.755.599.378,12

_ Pasal 2

Ringkasan Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Walikota Magelang ini.’

Pésal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran .

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
Lampiran IT Peraturan Walikota Magelang ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak
‘erpisahkan dari Peraturan Walikota Magelang ini.



Pasal 6
peraturan Walikota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal diundangke
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan penguhdangan Peraturan Walikota ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang,

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 Agustus 2008

WALIKOTA MAGELANG

ol

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 26 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH

SENEN BUR YO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 26




